
ABSTRAK 

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha l!sa yang dianugrahkan kcpada 
bangsa Indonesia mcrupakan kekayaan alam yang Lidak tcmilai harganya wajib 
disyukuri Ka.ruma yang dibenkaM'Y A dipandang scbagai amanah, karenanya butan 
harus d1urus, dJJaga dan d1manfaatkan sebaik-balkn}''lL 1 lutan sebagai modal 
pembangunan nas1onal mcmlliki manfoat yang nyata bagi keh1dupan dan 
penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun 
ekonom1, secara se1mbang clan dinamis. Untuk llu hutan haru:. d1urus dan dikelola, 
dilindungi serta dapat pula d1manfaatkan secara berlc.esinambungan bagi 
kcsejahtcraan masyarakat Indonesia baik generas1 sekarang maupun yang akan 
datang. 

Tetapi pada kenyataannya, hutan Indonesia saat mi sudah banyalc yang kita 
jumpa1 mengalam1 kcrusakan yang diak1batlcan ulah manusia 1tu sendiri d1antaranya 
adalah pcncurian hasil hut.an, pcnebangan pohon secara liar, pcmbakaran hutan, serta 
kejahata.n-kejahatan Jainnya yang berka1tan dengan basil hutail yang dapat 
berpengaruh terhadap perkembangan masyaralat. bangsa dan negara. 

Mnsalah keJahatan yang berka1tan dengan hutan atau basil hutan menurut 
pasal 50 ayat ( 1) UU no 41 tahun 1999 ten tang kchutanan . " sctiap orang dilarang 
merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan'' 
Jadi dan pasal tersebut diatas dapat Iota tarik kes1mpulan bah\.\-asanya sctiap orang 
wajib mcnJaga dan mclindungi demi kclcstarian hutan. Diantara bentuk peraturan 
yang berlaku di lndonesia ynng secara nyata mcmbuat batasan terhadap pelaku 
pencunan hasil hutan adalah 

- Kitab Undang-undang Hukurn P1dana (KUHP) 
- Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
- Undang-undang no 23 tahun 1997 tenting Pcngelolaan Lingl"llllgan Hidup 

Dari kasus yang pcnulis ambil di Pcngadilan Ncgcri Medan dengan Nomor 
262/PidB/'2002/PN MON atas nama Terdakwa Hendy Napltupulu bekcrja sebaga1 
supir di PT. Torganda. Dari Uraian kasus mi terliha.t bahwa setiap kayu hasil hutan 
dalam bentuk gelondongan maupun gergajian/olahan harus mem1hki Surat 
Kctcrangan sahnya hasil Hutan (SKSHH). Dalam knsus tru terdakwa Hendry 
Napitupulu dikenakan pasal 50 (3) huruf b Jo. Pasal 78 (7) UU No. 41 tabun 1999 
tentang Kehutanan. 

v 
UNIVERSITAS MEDAN AREA




